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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 
1955 tentang Penjualan Rumah Negeri sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1957 Nomor 158) 

ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
ctimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

b. bahwa lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 
49 Tahun 2009 yang mengatur tentang sewa belum 
secara rinci mengatur tata cara perpanjangan sewa 
baru; 

a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun 
barang tidak bergerak yang belum ctimanfaatkan oleh 
Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan 
pemanfaatannya kepada pihak ketiga sepanjang 
menguntungkan Daerah; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 49 
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN 

BARANG MILIK DAERAH 

TENT ANG 

NOMOR4.2. TAHUN 2012 
~· 

PERATURAN BUPATIREMBANG 

BUPATI REMBANG 



\. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lemabaran Negara 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 2967); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 
)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

t: 

8. Undang-Undang Namer l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2002 Namer 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian (Lembaran Negera Republik Indonesia 
Tabun 1992 Nomor 13, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3467); 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 



\. 

20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah cLiubah 
dengan Peraturan Presiden nornor 65 Tahun 2006 

19. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 
Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah 
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4073); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 3643); 

Republik Indonesia Nomor 3573), Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesai Nomor 4515); 



\ 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2002 
tentang tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode 
Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

26. Keputusan Menteri Dalarn Negeri 49 Tahun 2001 
tentang Sistem Inforrnasi Manajemen Barang Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 
Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rernbang Tahun 2012 Nomor l); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 
Tabun 2008 tentang Urusan Pemerintaban yang 
menjadi kewenangan Pemerintaha Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 81); ,, 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 
Nomor 99, Tarnbahan Lembaran Daerab Kabupaten 
Rembang Nomor 72); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, 
Tambaban Lembaran Daerab Kabupaten Rembang 
Nomor 61); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Baarang/Jasa Pemeintah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Baarang/Jasa Pemeintah 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Tahun 
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan umum; 



b) Penyewaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

1) penyewaan barang milik daerah hanya dapat 
dilakukan dengan pertimbangan untuk 
mengoptimalkan daya guna dan basil guna 
barang milik daerah. 

2) untuk sementara waktu barang milik daerah 
tersebut belum di.manfaatkan oleh SKPD. 

3) barang milik daerah dapat disewakan kepada 
pihak lain/pihak ketiga. 

4) jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan 
ditetapkan oleh Bupati. 

5) besaran sewa ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir. 

6) basil penyewaan merupakan penerimaan daerah 
dan disetor ke kas daerah. 

1. Ketentuan dalam Lampiran Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII huruf c, 
angka 2, huruf b) ditambah satu angka yakni angka 8) 
sehingga berbunyi sebagai berikut 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 49 TAHUN 2009 
TENTANG PEDOMAN TEKNJS PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

32. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

\ 

.. 

Menetapkan 



SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 4.2. 
HAMZAH FATONI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, 

P'fJ-"84.l , .. ~ .. , I 
· , l O & :.J;! I - - -- ,. . ST f II I t 

•• -•G. liUlUM \ .. .< / OIN4$ / 
. 

•••~,,SI/ lANJOII 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal Ul.Oktober 2012 

H. MOCH. SALIM 

I 

BUPATI REMBANG 

Ditetapkan di Rem bang 
pada tanggal l.:Z. Oktober 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rem bang. 

., 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

e) jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

2. Ketentuan dalam Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Bab VII huruf c, angka 2, pada huruf e) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

8) penyewa barang milik d.aerah mendapatkan prioritas untuk 
mengajukan perpanjangan penyewaan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
(a) permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum masa sewa berakhir; 
(b) berdasarkan evaluasi penyewaan dapat diperpanjang. 

7) dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa harus ditetapkan: 
(a) jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan. 
(b) biaya operasional dan pemeliharaan selama penyewaan 

menjadi tanggungjawab penyewa. 
(c) persyaratan lain yang dianggap perlu. 


